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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menganalisis penyelesaian pembagian sengketa harta bersama 

yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan dalam Putusan 

Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 381/PDT.G/2020/PA Mkd. 

Dalam konteks hukum di Indonesia, kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan 

harta harus dibuktikan, karena ketiadaan perjanjian perkawinan menyebabkan 

ketidakpastian dalam menentukan hak atas harta. Tujuan penulisan ini untuk 

mengetahui akibat hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembagian harta 

bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan dan dasar 

hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa pembagian harta 

bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan pasca 

perceraian dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang 

Nomor 381/Pdt.G/2020/PA. Mkd. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis 

normatif sebagai suatu ilmu yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), sehingga menganalisis apakah hukum bekerja sesuai dengan 

regulasi perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa 

dalam perkawinan tanpa perjanjian perkawinan, harta bersama yang melibatkan harta 

bawaan sering menjadi sumber sengketa saat perceraian sehingga proses litigasi pasca 

perceraian menjadi lebih lama. Hasil penelitian kedua yaitu penyelesaian pembagian 

sengketa harta bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian 

perkawinan pasca perceraian dengan hasil putusan akhir Penggugat dan Tergugat 

berhak atas setengah bagian dari objek perkara harta bersama yang digugat berupa 

perabotan rumah tangga, mobil Ford Ranger Wild Track Double Track dan 2 (dua) 

mesin molen, yang mana barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat 

selama lebih dari 3 (tiga) tahun perceraian. Majelis Hakim memerintahkan kepada 

Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang berada dalam kekuasaannya dan 

membaginya secara natura, namun apabila pembagian secara natura tidak dapat 

dilaksanakan maka pembagian akan dilaksanakan secara in natura yaitu dengan dijual 

atau dilelang untuk dibagi masing-masing pihak ½ (setengah) bagian. 
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